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WALlKOTA PEKALONGAN 

PROV1NSI JA WA TENG AH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 7A TAHUN 2014 

TENTANG 

Rl:!:MUNERASl BADI\N LAYANAN UMUM DAERAH 
PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALlKOTA PEKALONGAN, 

a. bahwa untuk meningkalkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat dan meningkalkan kinerja 
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai 
Badan Layanan Umum Daerah Puskcsmas Kota 
Pekalongan dapat diberikan Remunerasi 

bcrda.sarkan llngkat tanggung jawab dan tuntutan 
profesionalisme yang d1per1ukan; 

b. bahwa berdasarkan pcrtrmbangan scbagai mana 
dirnaksud dalam hurnf a, perlu menelapkan 
Peraturan Walikota tentang Remuneras1 pada 
Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kola 

Pekalongan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik [ndones1a Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah-Dacrah Kola Bcsar dalam 
Llngkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah lstimewa Jogjakarta, 
sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang 
Undang Nomor 16 clan 17 Tahun 1950 
Pembenrukan Kola-kota Besar dan Kota-kota Ketjil 
d1 Djawa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik 1ndonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
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lndonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor lO Tahun 2004 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang 

Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4431); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

[ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimnna telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahu.n 2008 
tcntang Pcrubahan Kedua Atas Undang - Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik [ndonesia Nomor 4844); 

9. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2ooq tcntang 
Perimbangan Keuangan Antara PemerinLah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Namur 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

11. Peraluran Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkal U Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat n Pekalongan, dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang ( Lcmbaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

12. Pcroturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan (Lernbaran Negara 
Republik [ndonesia Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
3637); 

13. Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Tentang Pen gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pcnyusunan dan Pencrapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 
Lentang Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemcrintah Daerah (Lcmbaran 
Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4594); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Laporan Kcuangan dan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Mcmperhatikan: l. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 10/ PMK 02/ 
2006 tenlang Pedoman Pcnetapan Rernunerasi bagi 
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai 

Badan Layanan Umum; 

2. Peraluran Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/ 
2007 tentang Perubahan atas Pcrmcnkeu Nomor 
I 0/PMK02/2006 lentang Pedoman Penetapan 
Remuncrasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan 
Pcngawas dan Pegawai Badan Layanan Umum; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 Tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 
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4. Peraturan Wahkot..a Pekalongan Nomor 59 Tahun 
2013 ten tang Tarif Pelayanan Puskesmas Kota 
Pckalongan (Berita Dacrah Kola Pekalongan Tahun 
2013 Nomor 59); 

5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74 Tahun 
2013 ten tang Pola Tata Kelola Badan Layanan 
Umum Daerah Puskesmas Kota Pckalongan (Serita 
Dae rah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 74); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERAST 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA 

PEKALONGAN 

BAB L 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DaJam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kata Pekalongan. 
2 Pemerintah Daerah adalah Walikola Pekalongan dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pcmcrintahan daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan 
4. Dinas adalah Dinas h.esehatan Kota Pekalongan. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehalan Kota Pekalongan . 

6. Sadan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, 
adalah lnstansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bcrupa barang 
dan/alau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan dan daJam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
pnnsip efisiensi dan produklivitas. 

7. Pola Pengclolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya d1scbut PPK
BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk mencrapkan praktek-praktek 
bisnis yang sehal unluk meningkatkan pelayanan kepada 
rnasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umurn dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecuaJian dari 
kelentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 

8. Pusat Kesehat.an Masyarakal yang selanjulnya disingkal Puskesmas 
adaJah sarana pelayanan kesehatan rungsionaJ yang merupa.kan Umt 
Kerja Dinas Kesehalan yang memberikan pelayanan secara 
menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. 
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9 . Puskesmas Kota Pekalongan adalah gabungan dari unit Puskesmas 
di Kata Pekalongun yang menerapkan PPK-BLUD. 

l 0. Pejabat pengelola BLUD adaJah pimpinan BLUD yang bertanggung 
jawab terhadap kinerja operasiona] BLUD yang terdiri atas 
pemimpin, peJabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya 
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang 
bersangkutan. 

11. Direktur adalah Pimpinan Puskesmas Kola Pekalongan. 
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan 

tagihan BLUD yang mcnambah ekuitas dana lancar dalam periode 
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 

13. B1aya adalah scjumlah pcngcluaran yang mcngurangi ckuitas dana 
lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan 
operasionsl BLUD. 

14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLVD, yang selanjutnya disebut RBA, 
adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi 
program, kcgiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD. 

l 5. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh 
suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam benluk Jasa 
pelayanan atau barang kepada pelanggan. 

16. lndikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk 
mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan 
pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu 

atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ lrualitatif yang digunakan untuk 
mengukur lerjadinya pernbahan terhadap besaran Largel alan 
standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

17. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebul Dewan Pcngawas 
adalah orang yang bertugas melakukan pernbinaan dan pengawasan 
terhadap pengelolaan BLUD-Puskesmas. 

18. Sekretaris Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut 
Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapal 
diangkat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga untuk mendukung 
kt>lancaran lugas Dewan Pengawas. 

19. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekerja di 
Lingkungan Puskesmas Kota PekaJongan. 

20. Gaji adalah imbalan frnansial bersih yang diterima setiap bulan oleh 
Pcjabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD. 

21 . Honorarium adaJah imbalan finansial bersih yang dilerima setiap 
bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretans Dewan Pengawas. 

22. Tunjangan adalah tarnbahan pendapalan di luar gaji yang dilerima 
oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan 
berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, 
kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasionaJ Jainnya. 

23. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima olch pelaksana 
pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pas1en dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi 
rnedis atau pclayanan lainnya. 
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BAB II 
REMUNERASI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 2 

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, 
tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon 
dan / alau pensiun. 

Bagian Kedua 
Azas dan F1Iosofi 

Pasal3 

( l) Remunerasi berazaskan 3 (tiga) hal yaitu: 
a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang 

dikclola dan bcsaran pendapatan: 
b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar; 
c. kepatulan yang melihat kcmampuan pembiayaan Puskcsmas. 

(2) Remunerasi di Puskesmas Kola Pekalongan mempunyai filosoli : 
a. mengharga1 kineJ]a perorangan dalam satu tim kerja yang 

memerlukan kebersamaan; 
b. memberikan 07.,as perlmdungan bagi semua komponcn baik di 

unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai; 
c. menumbuhkan rnsa soling percaya antar komponen dengan 

adanya keterbukaan/tnmsparansi dan dapat 
dipertanggungjawabkan/ akunlabel 

d. saling menghargai anlar komponen, menegakkan keadilan dan 
kejujuran; 

e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta 
mengutamakan kepentingan pasien. 
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BAB III 
RUANG LINGKUP REMUNERASI 

Bagian Kesatu 
Rcmuncrasi BLUD Puskcsmas Kata Pekalongan 

Pasal 4 

(1) Remunerasi diberikan kepada: 
a. Pejabat Pengelola: 
b. Pegawai BLUD; 
c. Dewan Pengawas; dan 
d. Sekretaris Dewan Pengawas. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan 
tingkat tanggungjowab dan tuntutan profesionalisme yang 
diperlukan . 

Bagian Ked ua 
Remuneras1 Pejabat Pengelola 

Pasal 5 

(1) Besaran Rernuneras1 direklur diberikan dengan mempertirnbangkan 
faktor- faktor sebagru berikut: 
a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah 

aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan; 
b. kcsctaraan, yaitu dcngan mempcrtimbangkan persamaan dengan 

pelayanan seJenis; 
c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD; 

dan 
d. kinerja operasional BLUD; 

(2) Rcmuncrasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) do.pat diberikan 
kepada pejabal keuangan, pejabat leknis clan pegawai pelaksana 
teknis dan administrasi BLUD. 

Pasal6 

Remunerasi bagi pejabal keuangan dan pejabal teknis ditetapkan paling 
banyak sebesar 90% (sembilan pulub per seratus) dari remunerasi 
dircktur. 

Pasal 7 

( 1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLVD yang berstatus Pegawai 
Negen Sipil (PNS), gaji pokok dan tunjangan mengikub peraturan 
perundang-undangan tentang gaji dan Lunjangan PNS ser1a 
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diberikan tambahan penghasilan/insenlif sesuai remunerasi yang 
ditetapkan D1rektur. 

(2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawa1 BLVD Non PNS, gaji berasal dari 
pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan dan tambahan 
pcnghasilan/inscntif bcrupa rcmuncrasi yang ditctapkan Direktur. 

Bagian Ketiga 
Remunerasi Dewan Pengawas 

Pasal 8 

( 1) Remuneras1 bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas 
diberikan dalam bentuk honorarium. 

(2) Remuncras1 bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas 
diletapkan sebagai bt::rik u t: 
a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% 

(cmpat puluh per scratus) dari gaji Dircktur; 
b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% 

(tiga puluh enam per seratus) dan gaj1 direktur; 
c . Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak scbesar 

15 % (lirna belas per seratus) dari gaji Direktur. 

BAB IV 
REMUNERASl PEGAWAI BLUD 

Bagian Kesatu 
Bentuk Remunerasi 

PasaJ 9 

(1) Remunerasi bagi Pegawai BLVD Puskesmas Kata Pekalongan 
diberikan dalam bentuk gaji dan insentif. 

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai 
BLUD Non PNS dan ditetapkan dalarn Keputusan Direktur. 

(3) lnsentif sebagaimana dimaksud pada uyat (1) disebut scbagai inscntif 
jasa pelayanan. 

(4) lnsentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diberikan kcpada Pegawa1 BLUD yang bekerja di Puskcsmas. 

(5) Insent.if jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri 
dari: 
a. insentif jasa pelayanan langsung; dan 
b. msentif jasa pelayanan tidak langsung. 
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Bagian Kedua 
Insenlir Jasa Pelayanan Langsung 

Pasal 10 

(1) lnsentif jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal q ayal (5) huruf a, diberikan kepada Pegawai BLVD yang 
melaksanakan pelayanan langsung di ?uskesmas. 

(2) Remunerasi berupa insenlif jasa pelayanan langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan 
Di.rektur. 

Bagian Kedua 
Insentif Jasa Pelayanan Tidak Langsung 

Pasal 11 

(1) lnsentif jasa pelaya nan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (5) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD di 
Puskesmas. 

(2) Besaran insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dibenkan berdasarkan hasil pcnilaian 
indikaLor kinerja Pegawai BLUD di Puskesmas. 

(3) lndikator ktncrJa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 
beberapa index sebaga1 berikuL. 
a. pengalaman dan masa kerja (basic index); 
b . ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index); 
c. resiko kerja (risk index); 

d . tingkat kegawat daruratan (emergency index); 
e. jabatan yang disandang {position index); dan 
f. hasil / capaian kinerja (pe,formance index). 

(4) Insenlif jasa pelayanan Lidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur. 

BABV 
DISTRIBUSI REMUNERASI 

Bagian Kesatu 
Dislribusi Remunerasi 

Pasal 12 

( l) Remunerasi sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari pendapatan 
bersumber dari jasa layanan didislribusikan keseluruh komponen 
?uskesmas Kota Pekalongan dengan pembagian sebagai berikut: 
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a. 30% (tiga puluh per seratus) dari pendapatan BLVD untuk gaji 
pegawai BLUD Non PNS; 

b. 30% {tiga puluh per seratus) dari pendapatan BLVD untuk 
insensif jasa pdayanan di Puskesmas; dan 

c. 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan BLUD untuk inscntif 
Pcjabat Pengelola BLUD dan pegawai pelaksana teknis dan 
administras1 di kantor BLVD; 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lcbih 
lanjut daJarn Keputusan Direktur. 

Pasal 13 

Remunerasi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimona dimnksud Posa! l 2 
ayat (1) huruf c, khusus bcrlaku untuk Direktur diberikan 20% (dua 
puluh per seratus) dari distribusi remunerasi untuk pejabat pengelola 
BLUD dan pegawai pelaksana teknis dan admimstras1 cti kantor BLUD. 

Bagian Kesatu 
Remunerasi clan RBA 

Pasal 14 

{ 1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pa.sa.l 4 ayat (1) berasaJ 
dan pendapatan pelayanan dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis 
Anggaran (RBA) tahun berjalan. 

(2) Gaji PNS sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat ( 1) dicantumkan 
daJam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun berjalan berasal dari 
Subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalnn. 

(3) GaJ1 Non PNS scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 7 ayat (2), 
dicantumkan dalam Rencana Bisni:s Anggaran (RBA) tahun berjalan 
berasal dari Pendapatan BLVD. 

(4) Remunerasi kcpada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berasal dari 
pendapatan BLUD dan d1cantumkan dalam Rencana Bisnis 
Anggaran (RBA) tahun berjalan. 

Bagi an Keem pal 
Tim Remunerasi 

Pasal 15 

{ 1) Direktur mengangkat dan menetapkan Tim Remunerasi. 
(2) Direktur menetapkan remunerasi yang berupa insentif jasa layanan 

langsung dan tidak langsung sepanjang penctapan tersebut tidak 
bertcntangan dengan Peraturan Walikota ini. 
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BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pcraturan Walikota ini mulai bertaku pada tanggal dmndangkan. 

Agar setiap orang mengeLahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 

Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di Pckalongan 
pada tanggal 2 ,Januari 2014 

WALIKOTA PEKALONGAN 

MOHAMAD BASYIR AHMAD 
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